GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2348 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 274 TAHUN 2025 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA

Menimbang

KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 274 Tahun 2025 tentang
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun

2025;

. bahwa memperhatikan adanya pelayanan yang

memerlukan waktu penyelesaian administrasi yang cukup
lama serta memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak
untuk tetap memperoleh fasilitas penghapusan sanksi
administratif, maka Keputusan Gubernur sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 274 Tahun 2025
tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor Tahun 2025;



Mengingat

1

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3
jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa
Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);



Menetapkan

KESATU

5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2023 Nomor 11);

6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
274 Tahun 2025 tentang Penghapusan Sanksi
Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025;
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 274 TAHUN 2025 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 274 Tahun 2025 tentang
Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025 diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Diktum KESATU diubah sehingga
Diktum KESATU berbunyi sebagai berikut:

Menghapus sanksi administratif Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
melakukan pendaftaran dan/atau pembayaran pada

tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025.

2. Di antara Diktum KESATU dan Diktum KEDUA disisipkan
1 (satu) Diktum, yakni Diktum KESATU A sehingga Diktum
KESATU A berbunyi sebagai berikut:

Memberikan penghapusan sanksi administratif selama 15
(ima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal
pendaftaran kepada pemilik Kendaraan Bermotor yang
melakukan pendaftaran paling lambat tanggal 31 Oktober
2025.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 oktogeg 2025

’

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektorat DIY;

2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah DIY;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY; dan

4. Biro Hukum Setda DIY,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.




